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bahwa peiscuran merupakan suatm perbuatan yang bertentangan dengan
nonma s din kesnsilan yang mempunyai dampak negatit terhadap
sendi-sendi moral kebidupan masvarakag;

bairaa b upaya mempenahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur

b Sarinoh, dalam kehidupan  bermasyarakan, diperlukan adanya
pemtermacan, peneriban, pengendalian din pengawasan werhadap prakeek
sebauratdi Kabupaten Cianjur;

halwes Yaeduaeloan pvrﬁmhnngpn cnl»:qv‘;nim:mn linaland pada laruf a dan

Cob e perin seeery meneapian Persoren {werdh tentang, Larasyan

Puobe v

chinni:,—uw.iung Nomor | Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang
Frubun Pudana (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomer 127);

Lhehing-aundung Nomor 14 Tahun 1050 tentang Pemerintahan  Dacrah
Kabupaten dajam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Talnn 1950
Noer 13):

Liebigeundang Nomeor 6 Tahun 1974 tentang  Ketentuan-ketentuan

Pokok; Keselalneraan Sosial (Lembaran Negara ‘Tabun 1974 Nomor 53,
Fanthalun Tennbaran Negara Nemor J36y;

Undang-inding Nomor 8 Tahun 1981 tentang Mukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomeor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomar 3200,

3. Undang ....
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 1592 tentaug Keschatan (Lembaran
Negara “Tahun 1992 Nomar 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3d0%),

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran

Negara “Talnm 1992 Nomor 100, ‘Famhahan Tembaran Negara Nomor
RN
7. Undangeundang Nomor 22 Tahan 1969 tetany Pemerintahan Daerah

(Tembaran Negary Tahun 1660 Nomeor o,

N I
N 365y

Tambhahan Tembaran Neogara

Peraturan aerah Kabupaen Cianjur Nomor 13 Tahun 1586 tentang
Kebieraihan, Ketertiban dan Keindihao dalan Wilayah Kahupaten Cianinr
g0 Feraman Daerah Kalwypracen Cihargrn Nomor 18 Caluan 1995,

Peravaran Dacrah Cianjur Nomor 4 Tabim 1959 teniang Penunjukan dan
Pemgangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil urtuk melakukan Penyidikan
terhadap Pelangguan Peraturan Dacrah yar tueaunt Ketentuan Pidana,

I\’(.'H:.',ZHI "Cl‘.‘il.'lll_i\l.lll
DEWAN PERWAKIAN RAKYAT DALRAH KABUPATEN CIANJUR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan P PERATURAN  DAEKRALL KABUPATEN CIANJUR TENTANG
LARANGAN PELACURAN,

BADI
KETENTUAMN UMUM
Pasal 1

Dubacn Pevatvnan Dacrals i yerigy Junaksud dcu&sm :

A Dacraliadalah Kabupaten Cianjur;

o

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;

Bupati adalah Bupati Cianjur;

I

d. Pelacuran adalah setiap perbuatan amoral yang dilakukan dengan sengaja
olel: luki-laki atau perempuan dengan laki-laki atau perempuan yang
mengakibatkan persetubuhan diluar nikah yang sah, baik dibayar dengan

uang atan barang manpun ddak.
BAB 11
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 2
Barang siapa melakukan pelacuran diancam dengan hukuman pidana.

Pasal3 ....
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Pasaj 3
Barang siapa yang menyediakan diri, baik laki-laki maupun perempuan secara

sendiri-sendiri mavpun bersama-sama baik sebagai mata pencaharian maupun
kesenangan untuk berbuat pelacuran diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 4

Barang siapa sccara sendiri-sendini maupun bersama-sama menjadikan sebagai
mata pencabarian manpun kebiasaan menyediakan tempat dan atan saram

Wity umek octoodalikan terjadings pelaciing Qancin devgin hukuisian
vicdarua,

Pasal 5

Barang siapa secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menjadikan sebagai
mata  pencalurian  atau  kebiasaan  menawarkan, menghubungkan  dan

menyediakan orang atau mempermudah pelacuran diancam dengan hukuman
pidana.

Pasal 6

Dalam hal tentangkap tangan ketentuan sanksi pidana berlaku juga Lagi laki-laki
dari pasangan perempuan vang menyediakan diri. bagi perempuan dari
pasangan laki-laki yang menyediakan diri diancam dengan hukuman pidana.

“Pasal 7 )

N .
Barang siapa scara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menjadikan schagai
tnala pencabaran maupun kebiasaan, berkeliaran di tempat-tempat umum dan

atau keramaian, di tepi jalan umum dan atau tempat hin yang sering dilewati
umum, dicilan bangunan-Binganan yang digunakan untuk umuom, dtempat-
tempat “hibvry, & atas kendaran, telah rnenunjukan tingkah laku yang
menggoda, memwarkan atan memberi unda-tanda, baik dengan perkataan
mavpun isyarat langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan pelacuran
diancam dengan hukuman pidana.

BAD 111
PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PEMBINAAN
Pasai 8

(1) Bupati  berkewajiban mengeluatkan  surat perintah  kepada dinas/
instansi/unit kerja yang ditunjuk umuk memuup tempat dan atau
bangunan serta sarana  hinnya yang nyata-nyata berdasarkan buki

permulaan diduga  keras telah  dignnakan schagai tempat melakukan
pelacuran.

(2) Penutupan ...,



(2) Penutupan tempat dan atau bangunan serta sarama lainnya sebagaimana

dimaksurd ayat (1) Pasal ini, berlaku sepanjang tempat dan atau bangunan
tersebur disalahgunakan uncuk pelacuran

(3) Apabiia dianggap perlu, berdasarkan perimbangan dari dinas/instansi/ unit
kerja Bupati dapat memerintahkan agar pelakn pelacuran dimasukan ke
pati rehiabititasi atou tenpat Yain yany ditwjuk dalamn Jangka wakiu puling
lama 3 (tiga) bulan.

BAB IV
PENYIDIKAN
Pasal 9

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagrimana dimaksud dalam Peraturan

Dacrab i, dilikukan oieh Penyidik Umum dan acau Penyidik Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Dacrah,

{2) Dalam rangka  melaksanakan rugas penvidikan, para penyidik sebagaimama
dimaksud ayat (1) Pasai ini, lerwenang ;

b.

©®

d.

menerima iaporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana;

melakukan tindakan pertama berupa pengamaman pada samt di tempat
kejadiary

menyuruh berhenti sescorang untuk diperiksa tanda pengenal diri;
melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan;
melakukan pemeriksaan dar pernyitaan surat;

wiengnnbal sicik far dan mentotret seseorany;

memiangeil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi:

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik
Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum
memberitahukan hal terscbut kepada Penuntut Umum, tersangka atau
keluarganya;

mengadakan penghentian penyidikan,

mengadakan tindakan hin menurut hukum yang dapat dipertanggung
Jjawabkan.

BARV
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BABYV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 10

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagnimana dimaksud dalam Pasal
2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam

dengan hukwmnan kurungan paling lama 3 (uga) bulan dan atau denda
paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah),

(2) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagrimara dimaksud dalam Pagal

7 Peraturan Duerh ini, diancarn dengan  denda paling banyak Rp

2.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 2 (dua)

bulan pengganti denda.

(3) Ketentuan sebagaimam dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6,
dan Pasal 7, Peraturan Daerah i adalaly tindak. pidana pelanggaran,

BAB VI
KETENTUAN PERALIMAN
Pasal 11

Dengan berlakunva Peratura, Dacrah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Ducrali Swatantra Tingkat 11 Cianjur Nomor 4 Tahun 1959 tangga! 1 Juni
1939 tentang  Pemberantasan Pelacuran vang telah disahkan oleh Dewan
Pemerintah Daerak, Dacrah Swatantra Tingkat I Jawa Bara dengan Surat

Keputusannva Nomor P/ DPLPDO Huk/Sy tanggal 19 September 1959,
dinyatakan dicabut dan tidak berlaly lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENU TP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengemi teknis pelksanaannya akan diatur kemudian oieh Bupati.

Pazal 13

Peraturan Dacraliini imulai berlaku pada tangual diondangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, mem-~rintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 Nopember 2000
BUPATICIANJUR,

Cap/nd.-

HARKAT HANDIAMIHARDJA

Peraturan  Dacrah i disetijui oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat Dhaerah
Kabupaten  Cianjur deggan Keputusan Noror

14/ Dp. 172/Kep. . DPRD/2000
tanggal 6 Napember 2000,

 r—,

A pRkan di Cianjur

PN Nopember 2000
Xum-:u.m.
> ". i ’

LEMBARAN DAERAI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2000
NOMOR 24 SERIC,



